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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/PER/M.KUKM/I/2016

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan PresidenNomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu

membentuk dan mengatur kedudukan, tugas, dan

kewenangan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-UndangNomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden

Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 106);

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH TENTANG UNIT LAYANAN

PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah.

2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

yang selanjutnya disebut dengan Kementerian Koperasi

dan UKM adalah instansi/institusi yang menggunakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Sekretariat Kementerian adalah Sekretariat Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

4. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah.

5. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koperasi

dan UKM.

7. PengadaanBarang/JasaPemerintah, yang selanjutnya

disebut dengan pengadaanbarang/jasa adalah kegiatan

untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian

Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah, yang prosesnya

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh

barang/jasa.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggarandi

lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah.

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA

adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk

menggunakan APBN.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK

adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.
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11. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian

Koperasi dan UKM, yang selanjutnya disebut ULP

Kementerian Koperasi dan UKM adalah unit organisasi

yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di

lingkungan Kementerian Koperasi danUKM yang secara

fungsional dilaksanakan oleh Bagian RumahTangga dan

Layanan Pengadaan Sekretariat Kementerian.

12. Kelompok KerjaUnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Kementerian Koperasi dan UKM selanjutnya disebut

Pokja ULP Kementerian Koperasi dan UKM adalah

kelompok kerja yang bertugas untuk melaksanakan

pemilihan penyedia barang/jasa.

13. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang

perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan

konstruksi/jasa konsultansi/ jasa lainnya.

14. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda

bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan

kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

ULP Kementerian Koperasi dan UKM bertujuan untuk

menjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM secara

transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

pengadaan barang/jasa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1) Menteri membentuk ULP Kementerian Koperasi dan UKM

yang berkedudukan di Bagian Rumah Tangga dan

Layanan Pengadaan pada Sekretariat Kementerian

Koperasi dan UKM.
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(2) Menteri menetapkan seluruh PNS di lingkungan

Kementerian Koperasi dan UKM dapat menjadi anggota

ULP Kementerian Koperasi dan UKM.

(3) Penugasan/penempatan/pemindahan anggota ULP

kedalam Pokja Kementerian Koperasi dan UKM

dilaksanakan oleh Kepala ULP Kementerian Koperasi dan

UKM.

(4) ULP Kementerian Koperasi danUKM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada

Menteri.

Pasal 4

ULP Kementerian Koperasi dan UKM bertugas:

a. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di

lingkungan Kementerian Koperasidan UKM sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Pokja

ULP Kementerian Koperasi dan UKM;

b. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan,

standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa

pemerintah;

c. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang

pengadaanbarang/jasa; dan

d. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan

memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement).

Pasal 5

ULP Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai

kewenangan:

a. memimpin dan mengawasi serta mengkordinasikan

pelaksanaan kegiatan Pokja ULP Kementerian Koperasi

dan UKM);

b. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia

Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan

seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya
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